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[bookmark: _GoBack]1.1 	Latar Belakang Masalah
Pelayanan publik merupakanialah aspek yang sangat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sertadan menjadi kebutuhan setiap individu dalam kehidupan modern ini.  Secara sederhana pelayanan publik adalah layanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat yang meliputi barang atau jasa publik.  Tugas dari pemerintah adalah memberi pelayanan guna memenuhi keperluan masyarakat.,  Ddalam konteks ini, pemerintah harus bertindak sebagai “pelayan rakyat” dan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau menerima layanan dari rakyat.  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.  63/KEP/M.PAN/7/2003 menyebutkan, bahwa “pPelayanan pPublik merujuk pada setiap tindakan pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, seperti pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) dan pelayanan kartu keluarga (KK)”.
Setiap warga negaraorang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena hal ini sangat penting sebagai identitas diri perorangan.  KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh iInstansi pPelaksana.  KTP konvensional saat ini tidak digunakan lagi dan digantikan dengan KTP eElektronik (KTP-el).  KTP konvensional yang digunakan dulu hanya digunakan untuk keperluan identitas (ID) dan masa berlakunya masih dibatasi, sedangkan KTP-el yang mulai digunakan pada sejak tahun 2011 telah dilengkapi dengan microchips sebagai mednia penyimpanan datanya.  Dengan demikian KTP tersebut sehingga dapat menampung seluruh data personal yang diperlukan untukdalam multi aplikasi dan diterima secara internasional.,  Sselain itu, masa berlaku KTP-el adalah yaitu seumur hidup .
Pengurusan pembuatan KTP-el harus melalui proses yang cukup panjang mulai dari pendaftaran penduduk, verifikasi data-base penduduk, melakukan perekaman data, pembubuhan tanda tangan, dan stempel sebagai bukti telah melakukan pembuatan KTP, kemudiandan pengaktifan.  Rangkaian ini harus dilakukan oleh instansi pelak-sana administrasi kependudukan.  Penyelenggara adminitrasi kependudukan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota., Pelaksanaan pelayanan dalam administrasi kependudukan merupakan tanggungjawab dan kewenangan juga perangkat pemerintah kabupaten/kota. yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam administrasi kependudukan.   RAdanya rangkaian proses pembuatan KTP-el yang cukup panjang tersebut dapat memungkinkanmendorong terjadi antrian yang menyita waktu.  Pada sisi lain,Selain itu kewajiban  instansi pelaksana administrasi kependudukan berkewajiban memberikan pelayanan terbaik sebagaimana diamanatkan pada seperti mendaftar peristiwa kependudukan, memberi pelayanan yang sama pada setiap penduduk, mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk, menjamin kerahasiaan dan keamanan data penduduk serta melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi penduduk seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Uundang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013. menunjukkan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan harus memberikan pelayan-an terbaik 
Berkaitan dengan hal di atas, Inovasi digital yang baru dilakukan oleh Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri  meluncurkan Inovasi digital berupayakni penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang saat ini masih gencar dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (seluruh DISDUKCAPIL)  seluruh Indonesia.  Teknologi tersebutdimana dapat diakses menggunakan smart phone dengan cara berupa aplikasi yang dapat di men-download aplikasinya padamelalui app store maupun IOS.  Selain IKD, ada juga SIAK atau disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kegunaannya hampir sama yaitu memberikan pelayanan berupa administrasi kependudukan secara digital juga dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).  . Identitas Kependudukan digital (IKD) merupakan salah satu inovasi teknologi pelayanan publik dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi ini baru dilakukan oleh pemerintah terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Adanya inovasi ini adalah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah di masa pandemi Covid-19 dalam memberikan pelayanan publik berupa terkait pengurusan mengurus administrasi kependudukan secara digital yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat di kala pandemi.  Ketika masa pandemi sudah berangsur membaik pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan offline atau tatap muka secara langsung tetapi juga secara online.  Inovasi tersebut dilakukan untuk dapat beradaptasi di era yang sekarang serba digital sehingga dapat memberikan pelayanan yang tterbaik kepada masyarakat.
Dengan adanya digitalisasi KTP berguna untuk masyarakat namun terdapat beberapa keluhan yang dirasakan pengguna saat menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang belum teratasi. Hal tersebut yang membuat ulasan pada aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di play store (android) banyak yang belum menerima secara penuh pada aplikasi tersebut meskipun rating lumayan bagus, terdapat banyak yang memberi bintang lima akan tetapi ulasan tersebut berisi tentang tidak ada penerimaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Beberapa keluhan yang dirasakan pengguna yaitu belum sepenuhnya masyarakat menerima keberadaan dari aplikasi tersebut. Hal ini yang mengakibatkan pengguna merasa belum percaya sepenuhnya dengan adanya digitalisasi KTP. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih tergolong aplikasi baru dan belum pernah dilakukan analisis penerimaan. Dilakukannya analisis penerimaan pengguna berguna untuk melakukan evaluasi agar dapat menunjang efisiensi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi lebih baik. Untuk mengukur penerimaan pengguna dapat dilakukan dengan menggunakan model Technology  Acceptance Model (TAM).
Oleh karena itu, berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan bentuk kartu tanda penduduk melektronik dan operator. Untuk memanfaatkan identitas digital penduduk, Pemerintah kabupaten Way Kanan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengimplementasikannya. IKD tengah diujicobaka kepada para pegawai dilingkungan Dinas Dukcapil kabupaten/kotan se-Indonesia. Tujuannya untuk menilai efektifitas dan efisiensi perkembangan IKD agar dapat berjalan maksimal sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat mengingat IKD merupakan aplikasi baru yang belum pernah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya. 
TAM (Technology Acceptance Model) adalah model yang dirancang untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi, TAM merupakan model yang dianggap sangat berpengaruh dan sering digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap sistem teknologi . Dengan demikian, penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk Tesis  yang berjudul “Analisis Kepuasan Pengguna KTP ELEKTRONIK  Menggunakan Aplikasi Identitas kependudukan Digital di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Way Kanan”.

1.2 	Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan pada objek penelitian,apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:
a. Pengetahuan masyarakat terhadap aplikasiTarget Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional belum tercapai.tergolong rendah.
b. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tidak sepenuhnya dijalankan dengan optimal sehingga masyarakat masih sebagian yang mengetahui IKD
c. Pentingnya peranan pegawai dalam memperkenalkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat
d. Harus ada sosialisasi terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD)Aplikasi IKD tidak dapat diakses pada daerah-daerah blank spot.
e. …..

1.3 	Pembatasan Masalah
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian Penelitian ini adalah menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pengguna KTP elektronik menggunakan Aplikasi Identitas kependudukan Digital, sehingga penelitian ini dibatasi hanya pada penggunaan  pada masyarakat yang menggunakan IKD, dengan batasan usia 17 tahun keatas dengan pengujian menggunakan TAM (Technology  Acceptance Model)	Comment by Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I: Dibuat point per point.

1.4 	Perumusan Masalah	Comment by Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I: Salah satu saja, identifikasi masalah atau rumusan masalah.
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mengetahui kepuasan masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital
2. Bagaimana tolak ukur pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital

1.5 	Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Untuk mengetahuiMengukur kepuasan masyarakat dalam penggunaanmenggunakan aplikasi identitas kependudukan digitalIKD.
b. MengukurUntuk melakukan penilaian terhadap pemahaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digitalIKD.
c. Mengetahui Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi identitas kependudukan digitalIKD.
d. …..

1.6 	ManfaatKegunaan Penelitian
Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dilatar belakang, maka kegunaan penelitian  dari penelitian ini:Manfaat peneltian ini adalah sebagai berikut.	Comment by Dr. Sutedi, S.Kom., M.T.I: Sebuitkan dampak positifnya.
a. diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kepuasan penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital yang digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kab. Way Kanan.
b. untuk memenuhi target sasaran penggunaan IKD dalam melakukan digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini telah digunakan oleh masyarakat

1.7 Sistematika Penulisan.
